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KESIMPULAN DAN SARAN ! ~ f_/
5.1 Kesimpulan

1. Perjudian di Indonesia merupakan fenomena yang sudah ada sejak jaman
dulu hingga saat ini. Walaupun perjudian sudah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan bagi sebagian orang perjudian
bertentangan dengan moral, agama dan kesusilaan. Namun, di beberapa
daerah di Indonesia, perjudian masili sering dilakukan dan beberapa
masyarakat mengganggap bahwa perjudian merupakan budaya/tradisi.
Dalam permainan judi apabila ada yang menang, maka yang menang
mengambil uang/harta yang kalah untuk mengambil untung sebagaimana
sudah ditentukan sebelum permainan dimulai. Permainan judi juga dimulai
melalui kesepakatan para pihak. Hal ini lah yang menyebabkan perjudian
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral dan
kesusilaan. Maka sebenarnya perjudian tidak dapat dikategorikan sebagai
_ kejahatan karena perjudian hanya masalah moral. Tidak ada korban yang
disebabkan oleh tindakan perjudian. Apabila perjudian dianggap sebagai
suatu kejahatan, dengan di pidananya pemain judi menimbulkan
penderitaan padanya padahal hal tersebut tidak perlu karena perjudian tidak
melanggar hak orang lain dan tidak menyebabkan penderitaan pada orang
lain. Kriminalisasi perjudian bukanlah pilihan yang tepat karena perjudian
pada dasarnya bukan merupakan tindak pidana murni yang membawa
dampak kerugian langsung terhadap korban. Mengingat bahwa sanksi

pidana menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

2. Mengingat bahwa perjudian tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan ,
sama halnya dengan pelacuran. Pelacuran sendiri di Indonesia tidak ada
dasar hukumnya hingga saat ini, walaupun perbuatan pelacuran juga
melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan dan moral
dalam masyarakat. Menurut hemat saya mengingat perjudian seharusnya
tidak dikategorikan sebagai kejahatan, hendaknya pemerintah membuat
regulasi mengenai aturan perjudian, karena perjudian selain memberikan

dampak negatif juga memberikan dampak postif dan manfaat. Mengatur

93



perjudian di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya dilakukan dengan pembatasan, tempat
perjudian dilokalisasi di daerah tertentu dan dibuat syarat-syarat mengenai
subjek hukum yang dapat melakukan perjudian, tidak semua orang dapat
melakukan perjudian. Seperti misalnya di Negara Malaysia, dasar hukum
perjudian diatur dalam Undang-Undang el masyir, adanya pembatasan yang
dimaksud adalah setiap orang hanya diperkenankan praktik perjudian di
integrated resort di Genting Highland Malaysia. Untuk subjek hukum yang
dapat melakukan perjudian yaitu hanya untuk warga non-muslim,
khususnya etnis Tionghoa, India, dan orang asing. Pemerintah Malaysia
benar-benar melarang waga negaranya yang beragama Islam untuk tidak

masuk ke dalam kasino walaupun untuk melihat-lihat.
5.2 Saran

1. Apabila perjudian diatur oleh pemerintah dapat memberikan dampak
positif bagi masyarakat, hendaknya pemerintah membuat regulasi mengenai
perjudian dengan cara lokalisasi pada satu daerah tertentu tetapi dengan

pembatasan-pembatasan tertentu.

2. Apabila perjudian di lokalisasi, perjudian tidak dapat dilakukan di
seluruh daerah melainkan di satu daerah yang ditetapkan maka pemerintah
dapat melakukan pengontrolan pada satu daerah tersebut. Sehingga tempat
perjudian dapat dikenakan pajak oleh pemerintah. Selain lokalisasi, diatur
pula mengenai subjek hukum yang dapat melakukan perjudian misalnya
hanya orang dewasa (21 tahun) yang sudah mempunya NPWP yang dapat
datang ke tempat perjudian.
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